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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BELANJA MODAL 

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  SUMATERA SELATAN  

TAHUN 2012-2022 

 

Oleh: 

Della Oktarin; Didik Susetyo 

 

Belanja modal memiliki peranan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah melalui pengadaan, pembelian, atau pembangunan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada 17 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2012-2022. Jenis data 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data sekunder yang bersumber 

dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat 

Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel 

dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas 

Wilayah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan secara 

serempak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah juga 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan dengan pengaruh koefisien sebesar 0,980826 atau sebesar 98 

persen.  

 

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas 

Wilayah  
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ABSTRACT 

FACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN  

DISTRICTS/CITIES OF SOUTH SUMATRA PROVINCE 

IN 2012-2022 

 

By: 

Della Oktarin; Didik Susetyo 

 

Capital expenditure has an important role in advancing the economic growth of a 

region through the procurement, purchase, or construction of fixed assets and other 

assets that contribute significantly to economic development. This study aims to 

analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and 

Area on Capital Expenditure in 17 Districts/Cities of South Sumatra Province for 

the 2012-2022 period. This type of research data is quantitative research and 

secondary data sourced from the Directorate General of Financial Balance (DJPK) 

and the Central Statistics Agency (BPS). The analysis technique used is regression 

analysis of panel data using Fixed Effect Model (FEM). The results of this study 

show that partially Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Area 

respectively have a positive and significant effect, while simultaneously Regional 

Original Revenue, General Allocation Fund, and Area also have a significant effect 

on Capital Expenditure in Districts/Cities of South Sumatra Province with a 

coefficient influence of 0.980826 or 98 percent. 

 

Keywords: Capital Expenditure, Local Original Revenue, General Allocation Fund, 

Area  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, agar meminimalisir tingkat pengangguran 

dan ketimpangan, menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, 

serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas di Indonesia. Negara Indonesia 

dalam lingkup yang lebih spesifik merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 

banyak daerah. Aktivitas-aktivitas perekonomian di daerah memacu perkembangan 

potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, adanya penerapan otonomi daerah 

di Indonesia, otonomi daerah ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan utama Pemerintah Indonesia. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintahan Negara Indonesia sendiri sudah 

berlaku sejak tahun 2001, hal ini merupakan usaha pemerintah dalam memperkuat 

perekonomian di daerah (Sari et al., 2017). Otonomi daerah memberikan 

kewenangan dan otoritas yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam 

mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah Daerah 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, diharapkan dapat beroperasi 

untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi 

akuntabilitas dan transparansi. 

Pelaksanaan otonomi daerah ini bagian dari sistem desentralisasi, sebagai 

reformasi hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diberlakukan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana sebelumnya diberlakukan 

pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah 

mendapatkan wewenang yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang 

tersedia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkembang (Sugiyanta, 

2016). Adapun tujuan otonomi daerah ini untuk meningkatkan pelayanan 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerahnya, Pemerintah Pusat menyadari 

bahwa Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah-

masalah yang ada di daerahnya sendiri, yang mana diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah dalam berbagai penyelenggaraan urusan negara. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Otonomi Daerah, 

Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan 

mengatur urusan dalam pemerintahan daerahnya serta memenuhi kepentingan-

kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah otonom tersebut. 

Dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah, haruslah transparan dan 

akuntabilitas, sebagai wujud pengelolaan keuangan yang relevan dengan fungsi 

pemerintah daerah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah 

tersebut (Zais, 2016). Penerapan otonomi daerah pada provinsi maupun 

kabupaten/kota, memberi kebebasan ataupun keleluasaan pada Pemerintah Daerah 

untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak potensi sumber-sumber keuangan pada 

wilayahnya dan mengalokasikannya ke belanja daerah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat daerah tersebut. Jika semakin banyak menggali sumber 

keuangan, maka dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan membuat pergerakan pemerintah 

untuk melakukan pembangunan daerahnya yang  direalisasikan dalam pengadaan  
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fasilitas, infratruktur, dan sarana untuk kepentingan publik (Wertianti & Dwirandra, 

2013). Pemerintah Daerah dapat mengatur jalan perekonomian pada daerah tersebut  

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan 

rencana keuangan daerah dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai badan pengawas serta evaluasi kinerja pemerintah. APBD  

memiliki tujuan untuk mengatur penerimaan serta pengeluaran daerah selama satu 

tahun anggaran. Adapun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang diatur di dalam pasal 27 Ayat 1 PP 12 Tahun 2019, meliputi 3 

komponen utama yaitu, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 

Daerah. Komponen belanja daerah merupakan salah satu komponen yang penting 

di dalam APBD, klasifikasi belanja daerah ini yaitu terdiri atas Belanja Operasi, 

Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer atau Bagi Hasil ke  

Daerah. Peran belanja modal bagi Pemerintah Daerah sangat penting untuk 

kemajuan daerah tersebut, dengan belanja modal yang ada, maka dapat 

meningkatkan kualitas infrastruktur atau pelayanan publik dan meningkatkan  iklim 

investasi yang kondusif, gunanya untuk menambah peningkatan pendapatan daerah 

tersebut (Rahmadewi, 2018).  

Belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal sering disebut belanja 

daerah yang merupakan identitas penerimaan daerah (Susetyo et al., 2018). Salah 

satu tugas Pemerintah Daerah ialah mengalokasikan anggaran dana yang ada pada 

APBD untuk membeli ataupun menambahkan aset tetap atau aset lain ke daerahnya 

dan memberikan fasilitas serta pelayanan pada masyarakat daerah tersebut dengan 

baik. Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk 

pengadaan atau membeli atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya, yang 

berbentuk seperti tanah, jalan, gedung dan bangunan, peralatan dan  
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mesin, buku perpustakaan, network dan software, irigasi, dan lainnya. Menurut 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, yang mana belanja modal merupakan dana 

untuk pembelian aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai masa atau waktu 

yang bermanfaat lebih dari satu tahun. 

Belanja modal memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah 

terutama meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan aset 

produktif lainnya karena melibatkan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi mempunyai banyak 

kabupaten/kota yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia 

(SDM), provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 91.592,43 kilometer persegi, 

secara administratif Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 13 Kabupaten dan 4 

Kota yaitu: 1) Kab. Ogan Komering Ulu (OKU); 2) Kab. Ogan Komering Ilir  (OKI); 

3) Kab.Muara Enim; 4) Kab. Lahat; 5) Kab. Musi Rawas; 6) Kab. Musi Banyuasin; 

7) Kab. OKU Selatan; 8) Kab. OKU Timur; 9) Kab. Ogan Ilir; 10) Kab. Empat 

Lawang; 11) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir; 12) Kab. Musi Rawas Utara; 13) 

Kab. Banyuasin; 14) Kota Palembang; 15) Kota Prabumulih; 16) Kota Pagaralam; 

dan 17) Kota Lubuk Linggau.  
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Tabel 1.1 Data Belanja Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021 

        Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan  

        Tahun 2021 (diolah) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Palembang pada 

tahun 2021 memiliki belanja pemerintah yang paling tinggi dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 

Rp3.325.234.635.944,89, sedangkan belanja pemerintah yang paling rendah pada 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 yaitu 

belanja pemerintah di Kota Pagar Alam hanya sebesar  Rp734.620.398.644,67.  

Adapun realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan selama periode tahun 2019-2021: 

 

Kab/Kota 
Belanja Pemerintah  

Menurut Kab/Kota (Rupiah) 
Tahun 2021 

Ogan Komering Ulu 1.401.617.083.856,18 

Ogan Komering Ilir 2.237.401.789.599,43 

Muara Enim 2.334.803.457.357,94 

Lahat 2.099.279.238.941,08 

Musi Rawas 1.876.928.036.553,63 

Musi Banyuasin 3.606.253.496.535,70 

Banyuasin 2.332.836.297.622,20 

OKU Selatan 1.130.554.735.829,31 

OKU Timur 1.792.921.826.243,80 

Ogan Ilir 1.382.833.989.857,34 

Empat Lawang 1.003.277.772.856,22 

Penukal Abab Lematang Ilir 1.207.743.952.954,00 

Musi Rawas Utara 758.589.323.075,75 

Palembang 3.325.234.635.944,89 

Prabumulih 949.080.808.160,00 

Pagar Alam 734.620.398.644,67 

Lubuk Linggau 857.219.839.303,50 
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Tabel 1.2 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2019-2021 (Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah) 

Berdasarkan pada Tabel 1.2 realisasi belanja modal tertinggi di Provinsi 

Sumatera Selatan sebelum terjadinya masa pandemic covid-19 pada tahun 2019 

yaitu di Kota Palembang, yang mana realisasi belanja modalnya sebesar 

Rp1.115.910.029.299, sedangkan realisasi belanja modal terendah pada tahun 2019 

yaitu di Kota Pagar Alam yang hanya sebesar Rp216.250.532.961. 

Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tertinggi masih terdapat di Kota 

Palembang yaitu sebesar Rp885.864.120.070, akan tetapi hal ini mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 20, 6 persen, sedangkan belanja 

modal terendah pada tahun 2020 yaitu terdapat di Kota Prabumulih yaitu sebesar 

Rp220.756462.111. Kota Prabumulih sendiri mengalami penurunan realisasi 

belanja modal dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,1 persen.  

 

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

Kab. Lahat 396.808.861.446 367.820.849.128 474.177.167.894 

Kab. Musi Banyuasin 1.102.419.234.361 790.704.925.339 1.097.177.454.587 

Kab. Musi Rawas 430.926.194.698 406.015.937.073 489.600.670.001 

Kab. Muara Enim 888.469.027.757 541.986.171.270 431.576.458.255 

Kab. Ogan Komering Ilir 626.423.290.261 608.893.907.368 571.443.482.984 

Kab. Ogan Komering Ulu 348.992.623.346 247.547.357.226 263.193.344.805 

Kota Palembang 1.115.910.029.299 885.864.120.070 798.823.605.176 

Kota Prabumulih 311.715.302.708 220.756.462.111 169.883.537.767 

Kota Pagar Alam 216.250.532.961 248.938.480.304 180.242.891.924 

Kota Lubuk Linggau 254.283.952.721 334.867.453.980 331.394.237.141 

Kab. Banyuasin 424.906.574.189 582.776.915.571 444.620.359.692 

Kab. Ogan Ilir 323.235.226.236 264.317.729.332 259.280.835.552 

Kab. OKU Timur 508.497.584.655 440.579.396.457 464.298.024.786 

Kab. OKU Selatan 381.552.391.906 283.802.863.526 229.182.446.083 

Kab. Empat Lawang 253.146.607.390 278.168.446.646 376.713.981.327 

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 764.119.060.810 275.492.985.288 425.054.064.385 

Kab. Musi Rawas Utara 394.412.850.373 267.157.873.825 195.678.959.076 
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Setelah terjadinya masa pandemic covid-19 pada tahun 2021, realisasi 

belanja modal tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Musi 

Banyuasin yaitu sebesar Rp1.097.177.454.587, yang mana setelah terjadinya masa 

pandemic covid-19 realisasi belanja modal di Kabupaten Musi Banyuasin 

mengalami  kenaikan 38,7 persen dari tahun sebelumnya, berbeda dengan Kota 

Palembang yang mengalami penurunan realisasi belanja modal setelah masa 

pandemic covid-19 yaitu sebesar 9,8 persen dari tahun 2020, sedangkan realisasi 

belanja modal terendah terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebesar 

Rp180.242.891.924 yang juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 27,5 

persen.  

Tabel 1.3 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021 

 

Kabupaten/Kota Tahun 2021  
(%) 

Kab. Lahat 22,59 
Kab. Musi Banyuasin 30,42 
Kab. Musi Rawas 26,09 
Kab. Muara Enim 18,48 
Kab. Ogan Komering Ilir 25,54 
Kab. Ogan Komering Ulu 18,78 
Kota Palembang 24,02 
Kota Prabumulih 17,90 
Kota Pagar Alam 24,54 
Kota Lubuk Linggau 38,66 
Kab. Banyuasin 19,06 

Kab. Ogan Ilir 18,75 
Kab. OKU Timur 25,90 
Kab. OKU Selatan 20,27 
Kab. Empat Lawang 37,55 
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 35,19 
Kab. Musi Rawas Utara 25,80 

Jumlah 429,53 

Rata-Rata 25,27 

     Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah) 

 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa taraf rata-rata rasio belanja modal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu 25,27 persen. Dari 

rata-rata rasio tersebut hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja modal 
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di atas rata-rata. Selama tahun 2021 ini sisanya terdapat 9 kabupaten/kota yang nilai 

taraf  belanja modalnya di bawah rata-rata rasio diantaranya yaitu di Kabupaten 

Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, 

Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, 

dan Kabupaten OKU Selatan. Dalam keadaan ini, artinya dapat diterangkan bahwa 

terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih 

menganggarkan belanja modal daerahnya dibawah nilai rata-rata. Realisasi belanja 

modal yang rendah dapat mengancam infrastruktur yang sudah tersedia menjadi 

tidak layak dan dapat menghentikan rencana pembuatan proyek-proyek yang baru. 

Akibatnya, dapat menyebabkan perekonomian di daerah tersebut terhambat, 

pertumbuhan ekonomi tidak berkembang, dan akan membuat ketergantungan pada 

APBN dan APBD sebagai penggerak utama dalam ekonomi (Kasdy et al., 2018). 

Alokasi dana untuk belanja modal Pemerintah Daerah bersumber dari 

berbagai pendapatan dan pembiayaan. Pengalokasian dana pada belanja modal ini 

dipengaruhi oleh penerimaan daerah, pemerintah dapat menaikkan penerimaan 

daerahnya dengan cara mengelola sumber daya daerah yang ada lalu dimasukkan  

ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan 

untuk membiayai kegiatan belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah ini ialah seluruh hak 

daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruh PAD yang 

diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya. 

Tingkat PAD yang tinggi dapat memberikan pemerintah daerah sumber daya 

finansial yang lebih besar untuk dialokasikan ke belanja modal. Selain itu, Dana 

Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan 

dana alokasi khusus (DAK) sangat penting bagi Pemerintah Daerah, terutama DAU 
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memiliki andil sebesar 70 persen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan 

pembangunan di daerah (Reni & Setiawan, 2019). Semakin tinggi DAU yang 

diterima oleh Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkat pula PDRB 

pemerintah tersebut (Sari et al., 2016). DAU ini merupakan dana yang bersumber 

dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang bisa dialokasikan menjadi belanja 

modal (Rasuli & Diyanto, 2017). Berdasarkan hal tersebut, artinya DAU ialah 

transfer dana oleh Pemerintah Pusat yang diberi secara rata kepada tiap-tiap daerah 

ke Pemerintah Daerah, sebagian juga untuk mendukung belanja modal, bertujuan 

untuk memperkuat keuangan daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli 

dan membantu menyeimbangkan kesenjangan pembangunan daerah tersebut. 

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun  2020-2021 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah) 

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 8,3 

persen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terdapat 7 kabupaten/kota yang mengalami 
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peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan PAD paling tinggi terdapat 

di Kota Palembang yang meningkat sebesar 12,2 persen yaitu dari 

Rp1.032.720.967.940 menjadi Rp1.158.871.191.669, sedangan hanya terdapat 6 

kabupaten/kota yang mengalami penurunan penerimaan PAD setelah masa 

pandemic covid-19 pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Muara Enim mengalami 

penurunan sebesar 3,2 persen, Kabupaten Ogan Komering Ilir turun sebesar 7,13 

persen, Kabupaten Ogan Komering Ulu turun sebesar 11,4 persen, Kota Prabumulih 

turun sebesar 5 persen, Kota Pagar Alam mengalami penurunan sebesar 35,4 

persen, dan Kabupaten Empat Lawang turun sebesar 17,4 persen. Penurunan ini 

terjadi karena adanya penerimaan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan dan perusahaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah menurun.  

Gambar 1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan  

Tahun  2020-2021 

 

 
    Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah) 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

(DAU) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan setelah 

masa pandemic covid-19 yaitu pada tahun 2021, kenaikan DAU ini sebesar 2,05 

persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi DAU paling tinggi dari tahun 
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2020 ke tahun 2021 yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana mengalami 

peningkatan sebesar  2,97 persen, sedangkan peningkatan DAU paling rendah 

terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 1,39 persen. Di  beberapa daerah DAU menjadi 

sumber penerimaan utama, namun di beberapa daerah lainnya tidak demikian, DAU 

mengindikasikan peran yang strategis antara APBN dan APBD, oleh sebab itu perlu 

diikuti tata kelola DAU yang baik agar DAU dalam pemerataan kemampuan 

keuangan antardaerah dapat terwujud sekaligus mampu mendorong konvergensi 

tingkat pelayanan publik dan kesejahteraan antar daerah (Badan Kebijakan Fiskal, 

Kemenkeu). 

Selain pendapatan dan pembiayaan, salah satu kebutuhan fiskal dalam DAU 

ialah luas wilayah, yang juga dapat menjadi faktor dalam belanja modal, karena 

terdapat hubungan antara ukuran geografis suatu wilayah dengan jumlah belanja 

modal yang dilakukan wilayah tersebut. Wilayah yang luas cenderung mempunyai 

lebih banyak lahan yang tersedia untuk mengembangkan dan membangun 

infrastruktur, serta mempunyai lebih banyak jalan dan jaringan, yang artinya 

wilayah yang lebih luas memiliki belanja modal yang lebih besar, dengan mengikuti 

luas daerah tersebut dan sebaliknya. 
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Tabel 1.4 Luas Wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan  

Tahun 2022 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 
 

 

 Tabel 1.4 menunjukkan bahwa luas wilayah yang paling luas di Provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2022, ialah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang 

luasnya sebesar 17.071.133 kilometer persegi, memiliki realisasi belanja modal 

sebesar Rp584.592.433.352, sedangkan untuk luas wilayah paling sempit adalah 

Kota Palembang, yaitu hanya sebesar 352.51 kilometer persegi dan memiliki 

realisasi belanja modal sebesar Rp788.655.516.017. Sebelumnya Kota Prabumulih 

yang menjadi wilayah paling kecil di Provinsi  Sumatera Selatan dengan luas 251,94 

kilometer persegi, tetapi pada tahun 2022 luas wilayahnya yaitu menjadi 447.31 

kilometer persegi. Pada nyatanya, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

untuk daerah-daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas dan mempunyai  

lahan pertanian yang lebih luas daripada daerah pemerintahannya, membutuhkan 

Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km2)  

Tahun 2022 

Ogan Komering Ulu 3.774,50 

Ogan Komering Ilir 17.071,33 

Muara Enim 6.763,91 

Lahat 4.333,07 

Musi Rawas 6.122,59 

Musi Banyuasin 14.550,79 

Banyuasin 12.262,76 

Ogan Komering Ulu Selatan 3.412,72 

Ogan Komering Ulu Timur 4.369,25 

Ogan Ilir 2.302,86 

Empat Lawang 2.234,10 

Pali 1.842,56 

Musi Rawas Utara 5.937,80 

Palembang 352,51 

Prabumulih 447,31 

Pagar Alam 625,91 

Lubuk Linggau 367,73 
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dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya lebih    

sempit akan tetapi wilayah yang menjadi pusat kota dan pemerintahan 

membutuhkan adanya belanja modal yang lebih banyak untuk mendanai wilayah 

tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) menunjukkan 

bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi 

khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian juga sejalan dengan 

Febriana & Praptoyo (2015) yaitu variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi 

umum berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi, beda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) dan penelitian oleh Maulana, Masitoh, 

dan Dewi (2020) menujukkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak 

berpengaruh terhadap belanja modal. 

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, terdapat hasil penelitian yang 

beragam dan mengingat pentingnya peningkatan infrastruktur serta pelayanan 

masyarakat pada suatu daerah melalui belanja modal, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Modal 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 

Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

pada tahun 2012-2022? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di 
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Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2022.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian dari penelitian, terdapat manfaat yang diharapkan dari adanya 

penelitian ini yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a) Bermanfaat sebagai informasi dan referensi untuk menambah ilmu dan 

wawasan tentang pengembangan ilmu ekonomi, khususnya tentang 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah 

terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2012-2022. 

b) Bermanfaat untuk mengetahui pengaruh dan perkembangan Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja 

Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a) Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

menambah pemahaman teori mengenai faktor-faktor belanja modal. 

b) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk pengembangan teori dalam faktor-faktor belanja modal. 

c) Bagi Pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil 

keputusan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan daerah.
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